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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menyediakan 

layanan publik dan memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan. 

Untuk menjalankan fungsi ini, pemerintah daerah membutuhkan sumber 

pendanaan yang memadai, yang sebagian besar berasal dari 

pendapatan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen utama 

pendapatan daerah, menjadi tulang punggung bagi kemandirian fiskal 

dan kemampuan daerah untuk membiayai berbagai program 

pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.  

Jumlah kesempatan yang dihasilkan dari pemungutan pajak daerah 

memiliki potensi untuk dioptimalkan dengan lebih baik jika dibandingkan 

dengan elemen lainnya dari penerimaan pendapatan asli daerah 

(Nasution dkk., 2021:856). Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak, 

merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada daerah oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang 

tanpa menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
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kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat yang maksimal 

(Mardiasmo, 2023) 

Di antara berbagai jenis pajak daerah, Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis pajak daerah 

yang memiliki kontribusi signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut 

BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/ atau 

Bangunan”, yang mana kontribusinya sangat signifikan, terutama bagi 

daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan aktivitas 

jual beli properti yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan BPHTB yang 

efektif dan efisien menjadi suatu keharusan untuk memastikan 

optimalisasi pendapatan daerah. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki tanggung jawab 

utama dalam mengelola dan memungut pajak daerah, termasuk BPHTB. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bapenda dibantu oleh unit-unit pelaksana 

teknis (UPTD) yang tersebar di berbagai wilayah. UPTD Kuta Selatan, 

sebagai salah satu ujung tombak Bapenda Kabupaten Badung, bertugas 

melaksanakan pemungutan BPHTB di wilayah Kuta Selatan, yang 

dikenal sebagai kawasan pariwisata yang dinamis dengan aktivitas 

properti yang intens. 
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Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB Kabupaten Badung 

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kabupaten Badung 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, terlihat adanya fluktuasi 

capaian penerimaan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, realisasi 

penerimaan mencapai Rp494,66 miliar atau 100,39% dari target yang 

ditetapkan, menunjukkan pencapaian yang sedikit melebihi target. 

Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan signifikan, di mana realisasi 

hanya sebesar Rp498,17 miliar atau 49,75% dari target, yang 

mengindikasikan adanya hambatan serius dalam optimalisasi 

penerimaan. Tahun 2019, capaian meningkat menjadi 84,22%, namun 

belum mencapai target yang ditentukan. Kondisi membaik pada tahun 

2020 dengan realisasi sebesar Rp334,69 miliar atau 111,56%, di tengah 

tantangan pandemi COVID-19. Peningkatan yang cukup signifikan 

terjadi pada 2021 dengan realisasi Rp545,20 miliar atau 167,76% dari 

target. Tren positif ini berlanjut di 2022 dengan capaian 137,40% dan 

puncaknya pada 2023, di mana realisasi penerimaan mencapai 

Rp860,14 miliar atau 109,72%. Fluktuasi capaian ini menunjukkan 

adanya dinamika dalam pengelolaan BPHTB di Kabupaten Badung, 

TAHUN 
BPHTB 

TARGET REALISASI % 

2017 492,741,026,748.41 494,664,811,260.05 100.39% 

2018 1,001,295,089,661.00 498,178,419,219.00 49.75% 

2019 500,000,000,000.00 421,115,407,326.35 84.22% 

2020 300,000,000,000.00 334,689,956,225.35 111.56% 

2021 325,000,000,000.00 545,206,716,074.00 167.76% 

2022 500,000,000,000.00 687,021,637,202.00 137.40% 

2023 783.948.520.852,00 860.142.545.451,00 109.72% 
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yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, aktivitas 

transaksi properti, serta efektivitas kebijakan pemungutan pajak yang 

diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah. 

Proses pemungutan BPHTB tidak selalu berjalan dengan mulus, 

meskipun jenis pajak tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber 

pendapatan daerah. Berbagai tantangan muncul, mulai dari 

kompleksitas peraturan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga 

rendahnya kesadaran wajib pajak. Tantangan-tantangan ini dapat 

menghambat efisiensi dan efektivitas proses pemungutan BPHTB, yang 

pada akhirnya berdampak pada pencapaian target pendapatan daerah. 

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam proses 

pemungutan BPHTB adalah tingginya tingkat berkas kembali (return 

rate). Berkas kembali merujuk pada berkas permohonan BPHTB yang 

dikembalikan kepada wajib pajak karena tidak lengkap, tidak sesuai 

dengan persyaratan, atau terdapat kesalahan dalam pengisian. Dalam 

ilmu manajemen, efisiensi merepresentasikan hubungan matematis 

antara input dan output; di mana input dikurangi seminimal mungkin, 

sementara output ditingkatkan secara maksimal (Gunuboh, 2023:114). 

Tingginya tingkat berkas kembali ini menjadi indikasi adanya inefisiensi 

dalam sistem dan prosedur yang diterapkan. 
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Tabel 1. 2 Data Penerimaan BPHTB 

TAHUN 

BPHTB 

BERKAS 
MASUK 

BERKAS 
DIKEMBALIKAN 

% BERKAS 
DIKEMBALIKAN 

2023 4349 3109 71,5% 

2024 5273 3784 71,8% 

Sumber: UPTD Kuta Selatan 

 

Berdasarkan data dari UPTD Kuta Selatan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Badung, diketahui bahwa jumlah berkas permohonan 

BPHTB yang masuk mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 

2024. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 4.349 berkas permohonan 

yang masuk, dengan 3.109 berkas di antaranya dikembalikan kepada 

wajib pajak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Jumlah 

tersebut mencerminkan tingkat pengembalian berkas sebesar 71,5%. 

Sementara itu, pada tahun 2024, jumlah berkas masuk meningkat 

menjadi 5.273 berkas. Namun, angka berkas yang dikembalikan juga 

meningkat, yakni mencapai 3.784 berkas, atau sekitar 71,8% dari total 

berkas yang diterima. 

Tingginya persentase berkas yang dikembalikan dari tahun ke 

tahun menunjukkan bahwa masalah ini bersifat konsisten dan sistemik. 

Artinya, lebih dari dua pertiga dari seluruh berkas permohonan yang 

masuk harus melalui proses pengembalian terlebih dahulu sebelum 

dapat diproses lebih lanjut. Fenomena tingginya tingkat berkas kembali 

menjadi perhatian serius. Dari observasi awal menunjukkan bahwa 
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sekitar 71.6% berkas permohonan BPHTB yang masuk harus 

dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi atau diperbaiki.  

Hal ini tidak hanya memperlambat proses verifikasi dan penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), tetapi juga berdampak negatif 

terhadap efisiensi pemungutan pajak dan kepuasan pelayanan publik. 

Situasi ini menandakan adanya kendala dalam penyampaian informasi, 

ketidakpahaman wajib pajak terhadap persyaratan, atau kelemahan 

dalam sistem penanganan berkas itu sendiri. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya tingkat berkas kembali 

pada pemungutan BPHTB di UPTD Kuta Selatan. Dengan memahami 

akar permasalahan, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang 

tepat dan efektif untuk mengurangi tingkat berkas kembali, meningkatkan 

efisiensi proses pemungutan, dan meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul "Penanganan Pemungutan 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung." Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Bapenda 

Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas 

pelayanan di bidang pemungutan BPHTB.  
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan 

utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

penanganan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis penanganan pemungutan 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu 

persyaratan untuk mendapatkan ijazah Diploma III pada 

program studi Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Bisnis 

Politeknik Negeri Bali. 

b. Meningkatkan wawasan, pengalaman, serta menjadi tempat 

untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah 

ke dalam situasi kerja yang sesungguhnya.  
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c. Meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan 

masalah dalam menghadapi permasalahan administrasi 

perpajakan. 

2. Bagi Politeknik Negeri Bali 

a. Menambah koleksi penelitian yang dapat digunakan sebagai 

referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam bidang 

administrasi bisnis dan perpajakan. 

b. Memperkuat hubungan antara institusi akademik dan 

instansi pemerintahan dalam mengembangkan kajian 

akademis yang aplikatif. 

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung 

a. Memberikan informasi yang bermanfaat dalam 

mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan 

tingginya tingkat berkas kembali dalam pemungutan BPHTB. 

b. Membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib 

pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan PAD 

melalui sistem pemungutan yang lebih baik. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Kuta Selatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Badung yang beralamat di Jl. Raya Lukluk-Sempidi, Lukluk, Kec. 

Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada fenomena tingginya tingkat berkas kembali yang 

menjadi fokus penelitian. 

2. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah 

Penanganan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) di UPTD Kuta Selatan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Badung. 

3. Data Penelitian 

a. Jenis Data 

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:24) data kualitatif merupakan 

data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga 

tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif fokus pada 

penjabaran menyeluruh, yang mampu menjelaskan dengan rinci 

aktivitas atau peristiwa yang berlangsung, alih-alih hanya 

membandingkan dampak dari perlakuan tertentu atau 
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mendeskripsikan sikap atau perilaku individu (Malahati dkk., 

2023:347). 

b. Sumber Data 

1) Data Primer  

Data primer pada suatu penelitian diperoleh secara 

langsung dari sumbernya dengan melaksanakan pengukuran 

dan perhitungan sendiri baik dalam bentuk angket, 

wawancara, observasi dan lain-lain (Hardani dkk., 2020:247). 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu 

melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti 

staf UPTD Kuta Selatan (petugas pelayanan, petugas 

verifikasi, kepala UPTD) dan wajib pajak yang pernah 

mengalami berkas kembali. 

2) Data sekunder  

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang 

berupa buku pedoman, laporan, pustaka, atau profil (Hardani 

dkk., 2020:247). Seperti dokumen-dokumen terkait prosedur 

pemungutan BPHTB (SOP, peraturan perundang-undangan), 

data jumlah berkas permohonan BPHTB yang masuk dan 

dikembalikan. 
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c. Metode Pengumpulan Data 

1) Wawancara  

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan 

dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terkait 

kuesioner yang disiapkan oleh peneliti dan disetujui oleh ahli 

terkait. Bentuk wawancara yang digunakan adalah 

wawancara semi terstruktur, menurut Ekasari (2023:118) 

dalam situasi ini, pertama-tama pewawancara mengajukan 

serangkaian pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, 

lalu memperdalam satu per satu untuk mendapatkan 

informasi tambahan. Dengan cara ini, jawaban yang didapat 

bisa mencakup semua variabel dengan penjelasan yang 

komprehensif dan rinci.  

2) Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap 

segala peristiwa atau gejala yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian. Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian 

kualitatif, observasi dipilih sebagai cara utama karena peneliti 

bisa secara langsung mengamati, mendengar, atau 

merasakan informasi yang ada. Ketika peneliti terlibat 

langsung di lapangan, informasi yang diperoleh mungkin 

sangat berharga (Anggito & Setiawan, 2018:110). Seperti 

pengamatan langsung terhadap proses pemungutan BPHTB 
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di UPTD Kuta Selatan, termasuk interaksi antara petugas dan 

wajib pajak, alur berkas, dan penggunaan sistem informasi. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

tambahan dari beragam sumber, baik yang bersifat individual 

maupun institusional (Sanusi, 2024:114). Teknik pengumpulan 

data berupa gambar-gambar, buku bacaan, tulisan, dan 

laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah dalam 

penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha yang dikutip oleh Mulia 

Z (2022:56) Mengungkapkan bahwa metode analisis deskriptif 

kualitatif merujuk pada proses menganalisa, menggambarkan, dan 

merangkum berbagai keadaan serta situasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari wawancara atau pengamatan mengenai isu yang 

tengah diteliti. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan pemungutan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, khususnya pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kuta Selatan, dapat disimpulkan 

bahwa proses pemungutan BPHTB secara umum telah berjalan sesuai 

dengan prosedur yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Mekanisme 

pelaksanaannya mengikuti tahapan yang sistematis mulai dari 

pendaftaran berkas, pemeriksaan administratif oleh petugas, paraf 

kepala UPTD, verifikasi nilai pengenaan pajak, pembayaran oleh wajib 

pajak, validasi akhir oleh Bapenda, hingga pengarsipan dokumen.  

Pelaksanaan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 sebagai dasar 

hukum utama. Dalam praktiknya, Bapenda juga telah menerapkan 

prinsip-prinsip administrasi publik yang baik, seperti transparansi, 
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akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Setiap tahapan proses disertai 

dengan pengawasan dan pencatatan yang bertujuan memastikan 

legalitas serta keakuratan data dan dokumen. 

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa 

implementasi di lapangan masih menghadapi kendala yang cukup 

signifikan, terutama tingginya tingkat pengembalian berkas wajib pajak 

karena ketidaklengkapan atau kesalahan administratif. Rata-rata 71,6% 

berkas mengalami pengembalian setiap tahunnya, yang menunjukkan 

adanya permasalahan struktural dalam sistem administrasi. Kesalahan 

umum yang ditemukan meliputi perhitungan nilai BPHTB yang tidak tepat 

pada formulir SSPD, ketidaksesuaian identitas antara dokumen 

pendukung, kelengkapan dokumen yang belum memenuhi syarat, serta 

ketidaksinkronan data antara dokumen fisik dan sistem elektronik. Selain 

itu, masih lemahnya komunikasi dan sosialisasi dari pihak Bapenda 

kepada wajib pajak maupun kuasa pajak turut berkontribusi terhadap 

rendahnya pemahaman teknis mengenai persyaratan dan prosedur.  

Fenomena ini mencerminkan perlunya pembenahan dalam sistem 

pelayanan agar lebih adaptif dan efisien. Dalam konteks manajemen 

publik, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip meminimalkan 

input dan memaksimalkan output sebagaimana diungkapkan oleh 

Gunuboh (2023:114), yang menekankan bahwa pelayanan publik 

seharusnya meminimalkan hambatan dan meningkatkan hasil. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa 

saran strategis sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) di UPTD Kuta Selatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Badung: 

1. Peningkatan Pembinaan Kuasa Hukum dan Optimalisasi 

Pemanduan Alur Pelayanan Berkas BPHTB 

Bapenda Kabupaten Badung melalui UPTD Kuta Selatan 

perlu menerapkan kebijakan yang tegas terhadap kuasa hukum atau 

PPAT/Notaris yang menyerahkan berkas tidak lengkap atau salah, 

disertai pembinaan teknis untuk meningkatkan kedisiplinan dan 

tanggung jawab mereka. Selain itu, penting untuk memandu alur 

pelayanan berkas secara terstruktur melalui penyediaan flowchart di 

loket, penjelasan langsung oleh petugas, serta panduan tertulis atau 

digital yang berisi tahapan, persyaratan, dan contoh pengisian 

dokumen yang benar. Langkah terpadu ini diharapkan dapat 

menekan angka pengembalian berkas dan meningkatkan efektivitas 

pelayanan pemungutan BPHTB. 
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2. Penyusunan Panduan Visual dan Percepatan Transformasi Digital 

Untuk memudahkan pemahaman wajib pajak terhadap 

prosedur pelayanan, disarankan agar Bapenda menyusun panduan 

teknis dalam format visual dan digital, seperti infografis, video 

tutorial, serta simulasi digital yang komunikatif dan mudah diakses. 

Panduan tersebut hendaknya dilengkapi dengan contoh kasus 

umum yang sering terjadi dan dipublikasikan secara luas melalui 

media sosial, situs resmi, dan aplikasi pelayanan publik. Upaya ini 

sebaiknya disinergikan dengan langkah strategis jangka panjang 

berupa digitalisasi penuh seluruh proses pemungutan dan validasi 

BPHTB, mulai dari pendaftaran berkas hingga penerbitan surat 

ketetapan pajak. Transformasi digital ini tidak hanya akan 

meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga mendukung visi 

Pemerintah Daerah menuju pelayanan publik berbasis teknologi 

informasi dan realisasi Smart City. 

3. Optimalisasi Teknologi Informasi dan Penguatan Layanan Konsultasi 

Publik 

Bapenda Kabupaten Badung diharapkan dapat 

mengoptimalkan teknologi informasi melalui pengembangan sistem 

pelayanan pajak yang dilengkapi dengan fitur validasi otomatis, 

seperti auto-check untuk data identitas, NJOP, dan kelengkapan 

dokumen. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan 

akibat faktor manusia (human error) dan mempercepat proses 
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verifikasi. Selain itu, fungsi komunikasi dan konsultasi juga perlu 

diperkuat dengan menyediakan kanal interaktif seperti live chat, 

forum tanya jawab, layanan konsultasi daring, hingga penggunaan 

virtual assistant. Kanal-kanal ini dapat membantu wajib pajak 

memahami persyaratan sebelum pengajuan dan memberikan akses 

langsung terhadap informasi, sehingga dapat mencegah terjadinya 

kesalahan administratif sejak awal.  

4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan  

Disarankan agar Bapenda melaksanakan evaluasi pelayanan 

secara berkala dengan mengacu pada indikator kepuasan 

masyarakat, waktu pelayanan, dan tingkat kesalahan berkas. 

Evaluasi ini harus dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan 

berikutnya agar pelayanan BPHTB dapat terus berkembang dan 

menjawab kebutuhan masyarakat secara adaptif. 
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